
Jalan Wastukancana Nomor 2 Telp. (022) 432338-4207706 Fax (022) 4236150
Bandung, Provinsi Jawa Barat

LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012 NOMOR : 13

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 13 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN

LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai

upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan

kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi

lingkungan hidup merupakan bagian integral dalam

penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung;

b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dapat dilaksanakan dengan baik, harus

dijalin hubungan sinergis antara Pemerintah Kota

Bandung dengan para pelaku dunia usaha dan

masyarakat melalui pemanfaatan program tanggung

jawab sosial dan lingkungan perusahaan;

c. bahwa agar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan

lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b

memperoleh hasil yang optimal, diperlukan pengaturan

dalam bentuk Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan

Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan Perusahaan;

Mengingat …
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan

Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan

Negara), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik

Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar

dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4152);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4752);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

7. Peraturan …
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5305);

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung

(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor

08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN

KEWAJIBAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN

LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Bandung.

4. Walikota adalah Walikota Bandung.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.

6. Anggaran …
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6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Bandung.

7. Perusahaan adalah setiap kegiatan usaha baik yang

berbadan hukum perseroan terbatas maupun berbadan

hukum usaha lainya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang kegiatan usahanya berdomisili di

Daerah.

8. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang

selanjutnya disingkat Program TJSL adalah tanggung jawab

yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap

menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai

dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat,

untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan

ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi

perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun

masyarakat pada umumnya.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Program TJSL dilaksanakan berdasarkan asas:

a. kepastian hukum;

b. kepentingan umum;

c. keterpaduan;

d. keterbukaan;

e. partisipatif dan aspiratif;

f. berkelanjutan; dan

g. berwawasan lingkungan.

Bagian …
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Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Program TJSL adalah untuk memberikan

arah, kebijakan dan kepastian hukum atas pelaksanaan

Program TJSL dalam menciptakan hubungan Perusahaan yang

serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma,

dan budaya masyarakat di Daerah, melalui upaya memperbaiki

kualitas hidup masyarakat serta memperbaiki kualitas

lingkungan hidup dan ekosistem sehingga menciptakan

pembangunan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Program TJSL mencakup asas,

program kerja, mekanisme dan prosedur, pembiayaan,

organisasi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PROGRAM TJSL

Pasal 5

(1) Setiap Perusahaan yang berdomisili di Daerah wajib

melaksanakan Program TJSL, dengan berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan

sanksi administratif, berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha;

c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas

penanaman modal; atau

d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas

penanaman modal.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau

usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal …


